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Pengusaha menggunakan sistem alih daya dalam rangka mengefisienkan kinerja perusahaan tanpa memperhatikan banyak hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, salah satunya pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Hal ini terlihat dalam hubungan kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh PT. Human In Partner yang dipekerjakan pada PT. Serasi Transportasi Nusantara. Sayangnya proses alih daya tidak selalu berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang–undangan.
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan alih daya dan  mengetahui hambatan dalam pelaksanaan alih daya pekerja PT. Human In Partner yang dipekerjakan pada PT. Serasi Transportasi Nusantara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dan pendekatan analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan PT. Serasi Transportasi Nusantara dan PT. Human In Partner melaksanakan sistem alih daya tanpa mendasarkan peraturan perundangan–undangan. PT. Serasi Transportasi Nusantara dan PT. Human In Partner mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan alih daya. Beberapa hambatan PT. Human In Partner berupa pekerja/buruh alih daya tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. Serasi Transportasi Nusantara, sehingga PT. Human In Partner tidak dapat menjadikan karyawan tetap di PT. Serasi Transportasi Nusantara.  Beberapa hambatan yang dimiliki PT. Serasi Transportasi Nusantara adalah adanya keberatan dan protes pekerja/buruh alih daya yang membawa pengaruh buruk kepada pekerja/buruh lain.

Kata kunci: pekerja/buruh alih daya, hukum ketenagakerjaan
Abstract
The bussinesman use outsourcing system to eficient control of company’s without regard to many issues related to employment, one of them can work in outsourcing. This can be seen in the working relationship conducted by employes of PT. Human In Partner who are emloyed in PT. Serasi Transportasi Nusantara. Unfortunately, the process of outsourcing do not always running as set in legislation.
This thesis to determine the implementation of outsourcing as well as to find out the barriers in the implementation of outsourcing of PT. Human In Partner’s employes employed in PT. Serasi Transportasi Nusantara based on the related rules. This results normative research, while the approach used is statute and the analytical approaches.
The results showed PT. Serasi Transportasi Nusantara and PT. Human In Partner implement the outsourching without considering rules. PT. Serasi Transportasi Nusantara and PT. Human In Partner experience some obstacles in the implementation. Some of the obstacles PT. Human In Partner have outsourcing employes not contact rules with PT. Serasi Transportasi Nusantara so that PT. Human In Partner not have become workers hold in PT. Serasi Transportasi Nusantara. Some of the obstacles PT. Serasi Transportasi Nusantara that to have bad statement and complain employes is take bad contention to other employess.







Pengusaha dalam menghadapi persaingan dunia bisnis membuat perusahaan harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kegiatan utamanya. Pengusaha memiliki tujuan dalam melakukan hal tersebut salah satunya untuk menjalankan proses produksi dalam perusahaan. Pengusaha membutuhkan pekerja/buruh, karena para pengusaha tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan perusahaan yang mereka dirikan atau tidak dapat menjalankan dengan bantuan beberapa orang saja. Sedangkan pekerja/buruh memerlukan uang (upah) untuk membeli keperluan lain bagi kebutuhan hidupnya. Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh terlihat jelas bahwa keduanya saling membutuhkan. Hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh terletak di dalam hubungan saling menciptakan kesejahteraan antara masing – masing peranan. 
Berkaitan dengan alih daya ternyata tidak semua pekerjaan bisa dialih dayakan, penyerahan “sebagian” pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain adalah penyerahan suatu bagian dari suatu perusahaan pemberi pekerjaan termasuk perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh kepada perusahaan penerima pemborongan dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dalam hal ini perusahaan harus berbentuk badan hukum. Sesuai dengan pasal 66 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan “Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan”.
Kata “sebagian”, diartikan bahwa tidak semua rangkaian dan jenis pekerjaan dari suatu perusahaan pemberi pekerjaan dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan (perusahaan yang mengalih dayakan), akan tetapi hanya kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan dari rangkaian proses produksi atau hanya kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi yang bisa diserahkan.
Beberapa peraturan yang menyebutkan syarat – syarat dan ketentuan alih daya yang ditetapkan oleh pemerintah agar para pengusaha dapat mentaati dan menjalankan di dalam perusahaan. Sejalan dengan semakin cepatnya perkembangan bisnis, setiap perusahaan dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam membaca setiap peluang yang ada di masyarakat terutama dalam bidang layanan publik.
Bidang pelayanan publik yang dimaksud terutama pada bidang transportasi yang pada perkembangannya bukan hanya sekedar sarana untuk berpindah tempat, namun juga sudah menjadi gaya hidup dan mempengaruhi kepuasan personal. Sayangnya tidak semua perusahaan melaksanakan ketentuan perUndang – Undangan yang berlaku, salah satunya perusahaan di bidang transportasi berjenis taksi. Terdapat beberapa perusahaan taksi di Surabaya diantaranya adalah Orenz Taxi, Blue Bird, Bosowa, Silver, Gold Taxi, Garuda Taxi dan masih banyak lagi perusahaan taksi yang sudah beroperasi di kawasan Surabaya.
Orenz Taxi merupakan produk dari PT. Serasi Transportasi Nusantara yang merupakan anak perusahaan PT. Serasi Autoraya yang bertempat di Surabaya. “Nama taksi ini adalah ORENZ yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris "orange" yang pengucapannya menjadi Orenz dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf z untuk memperkuat keunikan tersebut”. PT. Serasi Transportasi Nusantara ini telah berdiri sejak tahun 2004, dengan memberikan layanan jasa kepada masyarakat Surabaya berupa jasa layanan taksi.  
PT. Serasi Transportasi Nusantara memiliki 3 (tiga) depo di kota Surabaya, yaitu adalah Wonorejo Timur (pusat), Kalianak dan Karang Pilang. Setiap depo memiliki beberapa ciri armada yang diantaranya adalah Wonorejo timur dengan kode lambung unit AA dan BA (contoh: AA001 dan BA001), Kalianak dengan kode lambung CA (contoh: CA001) dan Karang pilang dengan kode lambung unit DA (contoh: DA001). 




Jenis penulisan dalam penyusunan skripsi ini yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan pustaka yang digunakan adalah pasal – pasal dari peraturan perUndang – Undangan yang terkait rumusan masalah.
2. Pendekatan Penelitian
Dalam suatu penelitian normatif pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan perUndang – Undangan karena dalam penelitian yang akan di teliti adalah berbagai aturan hukum. Dalam hal ini peneliti selain menggunakan pendekatan perUndang – undangan  juga menggunakan pendekatan analitis. Pendekatan analitis yaitu melakukan analisis terhadap bahan hukum, yang bertujuan mengetahui makna yang dikandung oleh istilah – istilah yang digunakan dalam aturan perUndang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.
3.  Jenis Bahan Hukum
Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah :
a.	Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perUndang – Undangan sebagai menjawab permasalahan yang telah di paparkan dalam rumusan masalah antara lain :
1.	Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
2.	Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait pasal 64 – 66 mengenai alih daya.
3.	Undang – Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
4.	Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
6.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat – Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
7.	Kepmenakertrans Nomor. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
8.	Kepmenakertrans Nomor 220/Men/X/2004 tentang Syarat – Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
b.	Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh media peneliti yaitu kepustakaan, karya ilmiah para sarjana maupun dari media internet yang menunjang dan berkaitan dengan materi yang dibahas.
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca macam-macam bahan hukum dan mendengarkan maupun melalui media internet.
5. Tehnik Pengolahan Bahan Hukum
Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berujudkegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan huku, tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.
6. Tehnik Analisa Bahan Hukum
Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara preskriptif. Analisis preskriptif yaitu metode analisa data mencari argumentasi dan konsep sebagai preskripsi yang sudah mengandung nilai dan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang yang berhubungan dengan penelitian ini.

A. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian/Kronologi
Pelaksanaan alih daya yang di lakukan oleh PT. Serasi  Transportasi Nusantara membutuhkan kerja sama dengan perusahaan yang dapat mengalih dayakan pekerja/buruh. PT. Serasi Transportasi Nusantara telah menunjuk PT. Human In Partner untuk bekerja sama dalam perekrutan pekerja/buruh.
Dalam menjalin kerja sama perekrutan pekerja/buruh, PT. Serasi Transportasi Nusantara dan PT. Human In Partner memiliki beberapa ketentuan. Sayangnya ketentuan tersebut tidak sesuai dengan perUndang – Undangan. Ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerja/buruh alih daya PT. Human In Partner yang di pekerjakan pada PT. Serasi Transportasi Nusantara, pelaksanaan alih daya terdapat pada PT. Serasi Transportasi Nusantara karena pekerja/buruh bekerja pada perusahaan pemberi pekerjaan meskipun secara hukum pekerja/buruh alih daya hanya memiliki hubungan hukum dengan PT. Human In Partner. Pelaksanaan alih daya pada PT. Serasi Transportasi Nusantara ini melaksanakan tentang pekerjaan yang dapat dialih dayakan. Bidang pekerjaan yang di alih dayakan oleh PT. Serasi Transportasi Nusantara ini mendasarkan perusahaan lebih mengefisienkan kerja perusahaan tanpa memikirkan tekait dengan ketenagakerjaan. Apabila PT. Serasi Transportasi Nusantara mengalih dayakan sesuai dengan perUndang – Undangan pekerja/buruh yang di alih dayakan hanya sedikit dan perusahaan akan lebih banyak memikirkan hal yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan, diantaranya upah, kesehjahteraan, kenaikan upah berkala, tunjangan sosial, dan adanya pesangon. Hal ini yang menyebabkan PT. Serasi Transportasi Nusantara melanggar peraturan perUndang – Undangan demi keuntungan perusahaan. Menurut Undang – Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 66 menyebutkan :
pekerja/buruh alih dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh di gunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
Pada perusahaan PT. Serasi Transportasi Nusantara pada dasarnya tiap bidang pekerjaan yang di alih dayakan langsung berkaitan dengan proses produksi dan jika bidang pekerjaan tersebut ditiadakan akan menghambat proses produsi kecuai bidang pekerjaan washer dan cleaning service karena apabila bidang pekerjaan tersebut ditiadakan, tidak akan menghambat proses produksi perusahaan jadi kedua bidang pekerjaan ini dapat di alih dayakan sebab termasuk dalam kegiatan jasa penunjang. Dapat di ketahui tiap bidang pekerjaan yang di alih dayakan yang berkaitan langsung dengan proses produksi melaui tugas atau peran bidang pekerjaan tersebut. Tugas serta peran bidang pekerjaan yang di alih dayakan antara lain : Customer Office bertugas melayani pemesanan pelanggan via telephone atau SMS, menerima komplain pelanggan atas pelayanan driver dan unit Orenz Taxi; Laka Officer Sebagai mediasi atau mengenai kejadian kecelakaan pada lapangan terhadap lawan kecelakaan kendaraan lain; Admin Operational bertugas mengeluarkan kertas absensi supir Orenz Taxi untuk dapat beroperasi serta menghitung hasil argo pada setiap harinya; Argo dan Radio bertugas melaporkan perawatan atau service terhadap argo dan radio pada setiap unit Orenz Taxi; Mekanik bertugas melaporkan perawatan atau service terhadap engine atau mesin unit Orenz Taxi; PDI/Checker melakukan pengecekan unit Orenz Taxi pada saat Pool Out atau Pool In; Helper bertugas membantu pekerjaan mekanik dalam merawat mesin dan keluhan unit Orenz Taxi; Warehouse sebagai tempat penyimpanan Suku cadang unit Orenz Taxi dan membuat perkiraan penghitungan biaya suku cadang untuk unit Orenz Taxi; Workshop melakukan body repair terhadap unit Orenz Taxi; Customer Assitance Office bertugas Menerima dan menindak lanjuti komplain dari pelanggan dan barang tertinggal yang terdapat di unit Orenz Taxi dari pelanggan; Operator Radio bertugas menerima order dari pelanggan via telepon serta mengarahkan driver Orenz Taxi kepada pelanggan yang memesan melalui radio; Telephonist bertugas menelepon kembali pelanggan yang memesan untuk mengklarifikasi kembali pemesanan unit Orenz Taxi; Promotion Officer bertugas membuat program promosi terhadap pelanggan agar pelanggan tetap menggunakan jasa layana antar jemput Orenz Taxi; Sales Marketing Office bertugas melakukan kunjungan diberbagai mall atau bank untuk memasarkan jasa Orenz Taxi; Accounting Office bertugas menerima dan menghitung kembali hasil setoran seluruh pool berdasarkan dengan keluar masuknya program – program sales marketing yang bertujuan untuk mengetahui laba bersih perusahaan; Pool Cashier bertugas menerima setoran dari driver Orenz Taxi pada setiap harinya; HRD bertugas melakukan perekrutan dan pendataan ulang serta klaim kesehatan seluruh karyawan Orenz Taxi; Procurement bertugas Melakukan perekrutan terhadap mitra pengemudi Orenz Taxi pada setiap tempat di Surabaya dan sekitarnya; General Affair melakukan perbaikan dan pembangunan gedung atau pangkalan Orenz Taxi. Peran serta tugas bidang pekerjaan yang di alih dayakan oleh PT. Serasi Transportasi Nusantara tentu saja sangat bereperan penting. Faktanya keseluruh bidang pekerjaan yang di sebutkan peran dan tugas tersebut di berlakukan secara 24 jam melaui 3 shift, yakni shift pagi mulai pukul 07.00-15.00, shift sore pukul 15.00-23.00 dan shift malam 23.00-07.00.
Beberapa ketentuan lain menyebutkan pekerja/buruh yang di pekerjakan selama 3 tahun berturut – turut tidak secara otomatis menjadi karyawan tetap. Pada dasarnya PT. Human In Partner tidak mengangkat pekerja/buruh alih daya dengan dasar pekerja/buruh alih daya tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. Serasi Transportasi Nusantara jadi apabila pekerja/buruh menuntut atas status ketenagakerjaannya PT. Human In Partner tidak memiliki kewenangan, dengan dasar hubungan hukum pekerja/buruh hanya terletak pada PT. Human In Partner. Sedangkan PT. Serasi Transportasi Nusantara dapat menjadikan pekerja/buruh alih daya menjadi karyawan tetap harus melewati beberapa tahap yang di tentukan perusahaan. Beberapa tahap yang di tentukan PT. Serasi Trasnportasi Nusantara adalah :
1. Pekerja/buruh alih daya harus mengikuti tes karyawan tetap yang diselenggarakan PT. Serasi Trasnportasi Nusantara pada 2 tahun sekali untuk merubah status pekerja/buruh alih daya menjadi karyawan tetap.
2.	Pekerja/buruh yang dapat mengikuti tes karyawan tetap diselenggarakan PT. Serasi Transportasi Nusantara sudah bekerja dalam perusahaan minimal 2 tahun.
3.	Pekerja/buruh harus memiliki loyalitas yang tinggi terhada perusahaan PT. Serasi Transportasi Nusantara.
4.	Pekerja/buruh memiliki kemampuan yang baik daam memajukan perusahaan PT. Serasi Transportasi Nusantara.
Dalam perekrutan pekerja/buruh yang di lakukan oleh PT. Human In Partner, PT. Serasi Transportasi Nusantara dan PT. Human In Partner telah memberlakukan sistem pengupahan tiap bulannya. Pada dasarnya pengupahan terhadap pekerja/buruh dilakukan oleh PT. Human In Partner, PT. Serasi Transportasi Nusantara hanya memberikan imbalan berupa uang kepada PT. Human In Parner atas kinerja pekerja/buruh yang di miliki PT. Human In Partner. Sistem pengupahan yang di lakukan oleh perusahaan PT. Human In Partner memberikan upah kepada pekerja/buruh alih daya sebesar Rp. 2.200.000,-/bulan, hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2014.
Hubungan hukum PT. Human In Partner dengan pekerja/buruh dapat terlihat pada hubungan perjanjian kerja waktu tertentu yang di sepakati antara dua belah pihak. Menurut pekerja/buruh alih daya yang bekerja pada PT. Serasi Transportasi Nusantara, perjanjian kerja waktu tertentu tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat – Syarat Penyerahan Sebagaian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Ketidak sesuaian perjanjian kerja waktu tertentu diantaranya : pertama, dalam perjanjian kerja waktu tertentu tersebut tidak tetulis secara jelas tentang terpenuhinya perlindungan dan keselamatan kerja bagi pekerja/buruh. Dalam perjanjian kerja waktu tertentu hanya dicantumkan bahwa pekerja/buruh di sediakan kelengkapan peralatan dan perlengkapan kerja bagi tenaga kerja yang bersangkutan serta ketentuan ketentuan lainnya sesuai peraturan dibidang ketenagakerjaan. Kedua, perjanjian kerja waktu tertentu tersebut tidak tertulis secara jelas bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja yang mempunya kompetensi di bidangnya. Dalam perjanjian kerja waktu tertentu hanya tercantum persyaratan kompetensi pendidikan akhir, jenis kelamin, usia, sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna sedangkan perusahaan tidak menyebutkan pekerja/buruh di letakkan di posisi bidang pekerjaan secara jelas. Perjanjian kerja waktu tertentu pada PT. Human In Partner tidak memuat secara jelas mengenai penjaminan terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat – syarat kerja bagi pekerja/buruh dan memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Perjanjian yang tidak di dasarkan pada Undang – Undang akan menimbulkan masalah, pada faktanya pekerja/buruh yang bekerja di bidang pekerjaan mekanik tidak memiliki latar belakang sekolah mekanik tetapi hanya di dasarkan pada pengalaman kerja. Dapat dilihat bahwa seharusnya pekerja/buruh memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi dibidangnya tetapi hanya di pekerjakan berdasarkan pengalaman kerja. Hal ini berdampak pada perusahaan pemberi pekerjaan yakni PT. Serasi Transportasi Nusantara, bahwa pekerja/buruh tersebut sedikit lebih lama menerima tugas yang harus dilaksanakan.
PT. Human In Partner mendasarkan tidak meberlakukan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut di karenakan jika mencantumkan atau menjelaskan secara detail tenaga kerja yang mempunyai kompetensi di bidangnya konsekuensi PT. Human In Partner dalam melakukan kesalahan akan terlihat secara jelas. Apabila perjanjian kerja waktu tertentu di buat kabur atau tidak di cantumkan dengan jelas, kesalahan PT. Human In Partner tidak terlihat dengan jelas dan pekerja/buruh yang menyepakati perjanjian kerja waktu tertentu tersebut secara otomatis akan menjadi Undang – Undang bagi yang membuatnya.
Tidak berhenti pada bidang pekerjaan di alih dayakan, pekerja/buruh yang dialih dayakan 3 tahun berturut dan perjanjian kerja waktu tertentu, perusahaan PT. Human In Partner tidak memberikan salinan kepada pekerja/buruh alih daya, sedangakan menurut Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 54 ayat (3) yang menyebutkan : “Perjanjian kerja sebagaimana di maksud dalam ayat (1) sekurang – kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja”. Sedangkan PT. Human In Partner mendasarkan bahwa pekerja/buruh alih daya tidak mebutuhkan perjanjian kerja waktu tertentu karena pada dasarnya pekerja/buruh cukup membaca perjanjian kerja waktu tertentu pada waktu menandatangani perjanjian tersebut. Pekerja/buruh hanya di peruntukkan menjalankan kewajiban sesuai peraturan perusahaan pemberi pekerjaan yakni PT. Serasi Transportasi Nusantara. Dasar PT. Human In Prtner jika di dasarkan dengan peraturan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 54 ayat (3), PT Human In Partner tidak memberikan hak yang seharusnya di terima oleh pekerja/buruh alih daya.Selain itu PT. Human In Partner telah memperkerjakan lebih dari 100 pekerja di PT. Serasi Transportasi Nusantara, dalam hal ini pekerja/buruh alih daya berhak mendirrikan serikat pekerja tetapi sayangnya PT. Human In Partner tidak memperbolehkan adanya pembentukan serikat peekerja, larangan tersebut dapat di sebut menghalang – hanlangi pekerja/buruh mendapatkan hak yang seharusnya diperoleh karena menurut Undang – Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja menyebutkan setiap pekerja/buruh berhak membentuk serikat pekerja/buruh.
Selain pelaksanaan alih daya tentang bidang pekerjaan yang dapat di alih dayakan yang terdapat pada PT. Serasi Transportasi Nusantara, terdapat pelaksanaan jam kerja pekerja/buruh yang di berlakukan selama 48 jam dalam 1 minggu bahwa dalam 1 hari memiliki 8 jam kerja, 6 hari kerja dan 1 hari libur.  Hal ini bertentangan dengan perUndang – Undangan, karena menurut Undang – Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 77 ayat (2) menyebutkan dalam 1 minggu pekerja/buruh memiliki waktu kerja selama 40 jam sedangkan PT. Serasi Transportasi Nusantara 48 jam dalam 1 minggu.
Pelaksanaan alih daya yang lain adalah adanya keselaman kerja yang di peruntukkan pekerja/buruh alih daya dalam bidang pekerjaan yang beresiko kecelakaan kerja. Bidang pekerjaan yang mendapatkan keselamatan pada PT. Serasi Transportasi Nusantara yakni : Argo dan Radio, Mekanik, PDI/Checker, Helper, Warehouse, Workshop, Sales Marketing Office dan General Affair, untuk Argo dan Radio mendapatkan sepatu keamanan dan sarung tangan, untuk mekanik dan helper mendapatkan baju, helm, masker, sarung tangan dan sepatu mekanik, Untuk PDI/ Checker mendapatkan masker, sepatu keamanan, baju, dan helm, untuk warehouse mendapatkan sepatu keamanan dan helm, untuk workshop mendapatkan baju, helm, sepatu keamanan dan masker, Untuk Sales Marketing Office mendapatkan mobil khusus sebagai penunajang kinerja di lapangan, Untuk General Affair (GA) mendapatkan helm, sepatu, sarung tangan dan masker. Dalam perusahaan PT. Human In Partner memberikan tunjangan yang di berikan kepada pekrja/buruh. Tunjangan tersebut berupa tunjangan kesehatan yang dibebankan pada pekerja/buruh sebesar 3% dari gaji pokok pekerja/buruh sebesar Rp. 2.200.000,-/bulan dan perusahaan yang di bebankan perusahaan sebesar 4,5%. Perhitungan tunjangan kesehatan adalah 3% dari gaji pokok Rp. 2.200.000,-/bulan yaitu sebesar Rp. 66.000,- dan 4,5% dari perusahaan jadi pekerja/buruh memperoleh tunjangan sebesar Rp. 165.000,-/bulan.

B. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan alih daya pekerja PT. Human In Partner yang dipekerjakan pada PT. Serasi Transportasi Nusantara  berdasarkan peraturan perUndang - Undangan terkait alih daya.
Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan alih daya yang di lakukan oleh PT. Serasi Transportasi Nusantara dan PT. Human In Partner untuk pekerja/buruh alih daya. Permasalahan ini terletak pada pelaksanaan alih daya tidak di dasarkan pada Undang – Undang, tetapi terdapat juga beberapa yang sudah sesuai dengan Undang – Undang. Dasar permasalahan pelaksanaan alih daya dan kesesuiannya terdapat sebagai berikut :
1.	Pelaksanaan alih daya tentang pekerjaan yang dapat diserahkan kepada pekerja PT. Human In Partner yang dipekerjakan pada PT. Serasi Transportasi Nusantara.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a, c, dan d Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut : 
a.	Pekerjaan dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama.
b.	Pekerjaan yang merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan.
Jika ditafsirkan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta  penjelasannya, maka yang dimaksud dengan kegiatan penunjang di sini adalah kegiatan diluar usaha pokok (core business) atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Dalam perusahaan PT. Human In Partner, telah menyerahkan sifat dan jenis pekerjaan kepada perusahaan PT. Serasi Tranportasi Nusantara. Dengan pelaksanaan pekerjaan utama berupa Customer Office, Laka Officer, Admin Operational, Argo dan Radio, Mechanik, PDI/Cheker, Warehouse, Workshop, Customer Assistance Office, Operator Radio, Telephonist, Promotion Officer, Sales Marketing Office, Accounting Office, Pool Cashier, HRD, Procurement, General Affair. Beberapa pekerjaaan yang di alih dayakan memang sudah sesuai dengan Undang – Undang Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni bidang pekerjaan Cleaning Service dan washer. Pada dasarnya tugas kedua bidang pekerjaan ini hanya kegitan penunjang saja dan jika ditiadakan proses produksi perusahaan tetap berjalan jadi bidang pekerjaan ini dapat di alih dayakan. Sedangkan menurut sifat dan jenis pekerjaannya, Customer Office, Laka Officer, Admin Operational, Argo dan Radio, Mechanik, PDI/Cheker, Warehouse, Workshop, Customer Assistance Office, Operator Radio, Telephonist, Promotion Officer, Sales Marketing Office, Accounting Office, Pool Cashier, HRD, Procurement  merupakan kegiatan pokok (core business) perusahaan pertaksian. Kegiatan pokok perusahaan dan alur produksi bagi perusahan pertaksian antara bidang pekerjaan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dalam menjalankan proses produksi. Pelanggaran atas syarat – syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) hurub c Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini dilakukan oleh perusahaan dalam praktik alih daya.
c. Pekerjaan yang di serahkan tidak menghambat proses produksi secara langsung.
2. Pelaksanan Alih Daya Tentang Penetapan Batas Waktu Kerja Pekerja/Buruh Alih Daya Menjadi Karyawan tetap.
PT. Serasi Transportasi Nusantara melanggar peraturan perUndang – Undangan serta selalu memperpanjang kontrak kerja pekerja/buruh alih daya kepada perusahaan alih daya PT. Human In Partner pada saat masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berakhir melebihi 3 (tiga) tahun. Menurut pasal 59 ayat (1) huruf b yang menyebutkan “pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun“, sedangkan menurut Kepmenakertrans Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pasal 3 ayat (2) menyebutkan “PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun”. perusahaan PT. Serasi Transportasi Nusantara memberlakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selama lebih dari 3 (tiga) tahun berturut – turut tanpa adanya pemeberhentian terlebih dahulu terhadap pekerja/buruh. Perusahaan PT. Human In Partner menyatakan kebenaran tentang adanya pemberlakuan sistem alih daya berturut - turut selama lebih dari 3 (tiga) tahun terhadap pekerja/buruh alih daya. PT. Serasi Tranportasi Nusantara yang memiliki aturan tersendiri untuk pekerja/buruh dapat beralih menjadi karyawan tetap yakni harus melalui tahap :
1. 	Pekerja/buruh alih daya harus mengikuti tes karyawan tetap yang diselengggarakan PT. Serasi Transportasi Nusantara pada 2 (dua) tahun sekali untuk merubah status pekerja/buruh alih daya menjadi karyawan tetap.
2.	Pekerja/buruh yang dapat mengikuti tes karyawan tetap yang di selenggarakan PT. Serasi Transportasi Nusantara sudah bekerja dalam perusahaan minimal selama 2 (dua) tahun.
3.	Pekerja/buruh harus memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan PT. Serasi Transportasi Nusantara.
4.	Pekerja/buruh memiliki kemampuan yang baik dalam memajukan perusahaan PT. Serasi Transportasi Nusantara.
Sesuai dengan pasal 59 ayat (7) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”. Apabila perjanjian kerja waktu tertentu di laksanakan lebih dari 3 (tiga) tahun maka status pekerja/buruh beralih menjadi karyawan tetap dalam perusahaan, begitu pula bidang pekerjaan yang seharusnya tidak dialih dayakan tetapi tetap di alih dayakan maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 
3.	Pelaksanaan Alih Daya Tentang Pembuatan Isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Kepada Pekerja PT. Human In Partner yang dipekerjakan pada PT. Serasi Transportasi Nusantara.
Perusahaan PT. Human In Partner Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang di terapkan oleh perusahaan beberapa isi di dalamnya sudah sesuai dengan peraturan perUndang – Undangan yang berlaku. Sedangkan pekerja/buruh menyatakan bahwa isi Perjanjian Kerja Waktu tertentu tidak sesuai dengan peraturan perUndang –Undangan. Pekerja/buruh menganggap bahwa isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak memuat secara jelas tentang menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat – syarat kerja serta jenis pekerjaan yang akan di lakukan pekerja/buruh tidak tercantum secara jelas. Menurut Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat – Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain pasal 9 ayat (2) yakni : Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya  harus memuat :
a.	hak dan kewajiban masing-masing pihak;
b.	menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh sesuai peraturan perundang-undangan; dan
c.	memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
4.	Pelaksanaan Alih Daya tentang Hak Pekerja/Buruh Dalam Mendapatkan Salinan PKWT dari Perusahaan.
Dalam hal mengenai pekerja/buruh alih daya berhak mendapatkan salinan perjanjian, perusahaan PT. Human In Partner telah melanggar paraturan perUndang – Undangan dengan tidak memberikan salinan perjanjian bahwa seluruh pekerja/buruh alih daya tidak mendapatkan salinan perjanjian kerja. Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 54 ayat (3) menyebutkan : “Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja”. Pekerja/buruh tidak mendapatkan salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang seharusnya didapatkan sebagai hak pekerja/buruh. Perusahaan PT. Human In Partner juga membenarkan bahwa pekerja/buruh alih daya tidak mendapatkan salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dalam hal ini yang berwenang dalam pembuatan perjanjian pekerja/buruh dengan perusahaan adalah PT. Human In Partner. 
5.	Pelaksanaan Sistem Alih Daya tentang Tunjangan Yang diterima pekerja PT. Human In Partner yang dipekerjakan pada PT. Serasi Transportasi Nusantara.
Dalam pelaksanaan alih daya PT. Serasi Transportasi Nusantara memberikan tujangan kepada pekerja/buruh alih daya beserta anak dan istri yakni tunjangan kesehatan atau jaminan sosial tenaga kerja yang sistem pembayarannya dengan cara 3% dari gaji pokok pekerja/buruh dan 4,5% di bayarkan oleh persahaan dengan rincian:
Gaji Pokok pekerja/buruh  Rp. 2.200.000,-
Tunjangan kesehatan 3%*2.2.00.000  = Rp.      66.000,- Dari perusahaan 4,5% = Rp.      99.000,-   jadi  Rp.	   165.000,-
Jadi tiap bulan pekerja/bruruh alih daya memperoleh tunjangan sebesar Rp. 165.000,- tiap bulannya. Tunjangan kesehatan atau jaminan sosial tenaga kerja diperuntukkan pekerja/buruh termasuk Jaminan kecelakaan, Jaminan kematian dan jaminan pemliharaan kesehatan, sedangkan untuk anak dan istri hanya diperuntukkan jaminan pemeliharaan kesehatan.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 111 tahn 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan pasal 16C ayat (1) menyebutkan :
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah selain Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1) yang dibayarkan mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: 
a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 
b. 0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh Peserta.
Dapat dilihat bahwa ketentuan perUndang – Undangan dengan ketentuan PT. Serasi Transportasi Nusantara bertentangan. Bagi perusahaan PT. Serasi Transportasi Nusantara tunjangan kesehatan yang di bayarkan adalah 4,5% dan Peraturan Presiden menyebutkan perusahaan hanya membayarkan sebesar 4% sedangkan 3% yang diambil dari gaji pokok pekerja/buruh seharusnya menurut Peraturan Presiden hanya 0,5% saja.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 111 tahn 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan pasal 16E ayat (3) menyebutkan : “Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C terdiri atas Gaji atau Upah pokok dan tunjangan tetap”. Pada perusahaan PT Serasi Transportasi Nusantara memberlakukan pengambilan iuran untuk tunjangan kesehatan hanya pada gaji pokok dan tidak ada tunjangan tetap, sedangkan Peraturan Presiden mengatakan secara jelas bahwa iuran jaminan kesehatan terdiri atas gaji atau upah pokok dan tunjangan tetap. Penghitungan iuran tunjangan kesehatan yang diberklakukan PT. Serasi Transportasi Nusantara terhadap pekerja/buruh alih daya telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 111 tahn 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Tidak hanya tunjangan kesehatan, pekerja/buruh juga berhak atas tunjangan hari raya. Menurut Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat – Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain pasal 29 ayat (3) huruf c menyebutkan “hak atas tunjangan hari raya”. Pekerja/buruh hanya mendapatkan tunjangan kesehatan, PT. Serasi Transportasi telah meniadakan tunjangan hari raya. Hal ini telah melanggar peraturan perUndang – Undangan yang berlaku dengan meniadakan tunjangan hari raya untuk pekerja/buruh alih daya. Pelanggaran.
6.	Pelaksanan Alih Daya Tentang Jam Kerja Pekerja/Buruh Terhadap Pekerja PT. Human In Partner yang dipekerjakan pada PT. Serasi Transportasi Nusantara.
Dalam pelaksanaan alih daya di perusahaan PT. Serasi Transportasi Nusantara, melanggar atas jam kerja terjadi dalam penerapan waktu kerja dan perhitungan upah kerja lembur. Dalam Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa “setiap pengusaha wajib melaksanakan waktu kerja. Ketentuan mengenai batas maksimal waktu kerja” berdasarkan Pasal 77 ayat (2) adalah:
a.	untuk 6 (enam) hari kerja dalam seminggu, waktu kerjanya adalah 7 (tujuh) jam sehari  dan 40 (empat puluh) jam seminggu; atau
b.	apabila 5 (lima) hari kerja dalam seminggu, waktu kerjanya adalah 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam seminggu.
Waktu kerja yang melebihi ketentuan diatas dinamakan waktu kerja lembur dengan konsekwensi ada perhitungan upah lembur. Sedangkan pasal 85 ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan : “Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha”.
7.	Pelaksanaan Alih Daya tentang Sistem Pengupahan Kepada pekerja PT. Human In Partner yang dipekerjakan pada PT. Serasi Transportasi Nusantara.
Sistem pengupahan yang di terapkan oleh perusahaan PT. Human In Partner di kota Surabaya telah memenuhi syarat Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 yakni Upah Minimum Kerja yang dibayarkan kepada pekerja/buruh alih daya adalah sebesar Rp. 2.200.000. Sedangkan upah lembur di bayarkan pada tiap bulan sesuai dengan hari libur nasional. Gaji Upah Minimum Kerja tidak berlaku pada bidang pekerjaan washer. Pemenuhan gaji bidang pekerjaan washer dengan cara borongan dan di bayarkan setiap minggunya.
8.	Pelaksanaan Alih Daya tentang Pekerja/buruh yang Memperoleh Keselamatan Kerja Sesuai Denagan Bidang Pekerjaan yang Beresiko Terjadi Kecelakaan Kerja.
Berkaitan dengan pemberian keselamatan kerja kepada pekerja/buruh PT. Serasi Transportasi Nusantara tidak melanggar perUndang – Undangan. PT. Serasi Transportasi Nusantara sudah sesuai per- Undangan dalam penerapan pelaksanaan alih daya terhadap pekerja/buruh. PT. Serasi Transportasi Nusantara telah menerapkan dan memberikan perlindungan keselamatan kerja terhadap pekerja/buruh alih daya yang berpoteensi terjadinya kecelakaan kerja pada saat pekerjaan berlangsung. Pekerjaan yang diterapkan dan diberikan perlindungan keselamatan kerja yakni untuk Argo dan Radio mendapatkan sepatu keamanan dan sarung tangan, untuk mekanik dan helper mendapatkan baju, helm, masker, sarung tangan dan sepatu mekanik, Untuk PDI/ Checker mendapatkan masker, sepatu keamanan, baju, dan helm, untuk warehouse mendapatkan sepatu keamanan dan helm, untuk workshop mendapatkan baju, helm, sepatu keamanan dan masker, Untuk Sales Marketing Office mendapatkan mobil khusus sebagai penunajang kinerja di lapangan, Untuk General Affair (GA) mendapatkan helm, sepatu, sarung tangan dan masker.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tantang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pasal 5 menyebutkan :
(1)	Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. 
(2)	Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan: 
a.	mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau 
b.	mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. 
(3)	Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
PT. Serasi Transportasi Nusantara memberlakukan kepada masing – masing bidang pekerjaan di karenakan bidang pekerjaan ini dapat menimbulkan resiko terjadinya kecelakaan kerja pada saat pekerjaan berlangsung, sedangkan bidang pekerjaan yang dialih dayakan lainnya berada di kantor jadi resiko untuk kecelakaan kerja pada saat bekerja tidak ada. 
9.	Pelaksanaan Alih Daya Tentang Pembentukan Serikat Pekerja Terhadap Pekerja/Buruh PT. Human In Partner yang di Pekerjakan Pada PT. Serasi Transportasi Nusantara.
Menurut Undang – Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pasal 5 menyebutkan :
(1)	Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
(2)	Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.
Perusahaan PT. Human In Partner telah melarang pekerja/buruh untuk mendirikan serikat pekerja karena dengan alasan larangan tersebut sudah ketentuan dari perusahaan sejak di dirikannya PT. Human InPartner. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Undang – Undang diatas. PT. Human In Partner telah melanggar perUndang – Undangan Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Terkait pelaksanaan dalam pemberian hak terhadap pekerja/buruh untuk membentuk anggota serikat pekerja. PT. Human In Partner telah menghalang – halangi pekerja/buruh untuk mendapatkan haknya karena pekerja/buruh sudah mengetahui tentang serikat pekerja dan pekerja/buruh tidak dapat mendirikan serikat pekerja karena perusahaan meniadakan atau melarang adanya serikat pekerja.

Hambatan PT. Human In Partner dan PT. Serasi Transportasi Nusantara Dalam Pelaksanaan Alih Daya.
1. Hambatan PT. Human In Partner Dalam Pelaksanaan Alih Daya.
Beberpa hambatan yang di rasakan oleh perusahaan PT. Human In Partner yakni :
1.	Setiap ketentuan yang diberlakukan pekerja/buruh harus sesuai dengan peraturan PT. Serasi Tranportasi Nusantara salah satunya dalam perekrutan pekerja/buruh. Dalam perekrutan pekerja/buruh terkadang tidak bejalan dengan baik. Kemampuan pekerja/buruh yang di rekrut oleh PT. Human In Partner tidak sesuai dengan kriteria atau ketentuan PT. Serasi Transportasi Nusantara. Salah satunya pekerja/buruh tidak dapat mengusai bidang pekerjaan yang diberikan PT. Serasi Trasnportasi Nusantara. Dalam hal ini pihak PT. Serasi Transportasi Nusantara akan melakukan teguran kepada pihak PT. Human In Partner sehingga seakan – akan persahaan tidak dapat merekrut pekerja/buruh dengan baik sesuai dengan kemampuan di bidangnnya. Pekerja/buruh yang tidak sesuai dengan kriteria atau ketentuan tersebut, dipindahkan ke bagian bidang pekerjaan lain sesuai ketentuan PT. Serasi Transportasi Nusantara.
2.	Pengangkatan karyawan tetap yang ditentukan oleh PT. Serasi Transportasi Nusantara membuat pekerja/buruh menjadi tidak percaya diri bahwa status kerjanya akan selalu menjadi pekerja/buruh alih daya. Hal ini banyak pekerja/buruh sering menanyakan kepada pihak PT. Human In Partner tentang status kerjanya. Hambatan tentang status pekerja/buruh yang di alih dayakan di terletak pada pekerja/buruh alih daya tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. Serasi Transportasi Nusantara, sehingga PT. Human In Partner tidak dapat menjadikan pekerja/buruh alih daya sebagai karyawan tetap. Pada dasarnya Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 59 ayat (1) huruf b menyatakan jika Perjanjian Kerja Waktu Tertentu lebih dari 3 (tiga) tahun secara otomatis pekerja/buruh yang berstatus alih daya menjadi Perjanjian Waktu Tidak Tertentu atau karyawan tetap dalam perusahaan.
2. 	Hambatan PT. Serasi Transportasi Nusantara Dalam Pelaksanaan Alih Daya.
1.	Kemampuan pekerja/buruh tidak sesuai dengan kriteria/ketentuan dalam bidang pekerjaan pada PT. Serasi Transportasi Nusantara sehingga dapat menghambat perkembangan pada perusahaan. Pekerja/buruh yang tidak sesuai dengan kriteria dan ketentuan PT. Serasi Transportasi Nusantara ini direkrut oleh perusahaan PT. Human In Partner yang bertugas mengalih dayakan pekerja/buruh. Perekrutan yang dilakukan oleh PT. Human In Partner terkadang tidak selalu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan keinginan PT. Serasi Transportasi Nusantara. Pekerja/buruh yang tidak sesuai dengan PT. Serasi Transportasi Nusantara yakni, bidang pekerjaan mekanik yang pada umumnya memiliki latar belakang bersekolah di jurusan mesin ternyata pekerja/buruh tersebut hanya lulusan sekolah SMA. Meskipun pekerja/buruh tersebut  hanya lulusan SMA, pekerja/buruh memiliki pengalaman bekerja sebagai montir di perbengkelan. Letak hambatan PT. Serasi Transportasi Nusantara ini terdapat pada pekerja/buruh tersebut sedikit lama dalam menyesuaikan pekerjaannya di bidang mekanik, karena pada dasarnya pekerja/buruh tersebut hanya mengandalkan pengalaman kerjanya.




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.	Dalam menjalankan sistem alih daya PT. Serasi Trasnportasi Nusantara dan PT. Human In Partner ada beberapa hal yang telah terpenuhi namun ada pula yang belum terpenuhi berdasarkan perUndang – Undangan, yaitu:
a.	Beberapa hal yang telah memenuhi peraturan perUndang – Undangan, antara lain:
Sistem pengupahan sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur yakni Rp. 2.200.000,- tiap bulan, Pelaksanaan tentang pekerja/buruh yang memperoleh keselamatan kerja sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
b.	Pelanggaran yang di lakukan, antara lain :
Pekerja/buruh bekerja selama 3 tahun berturut – turut tidak secara otomatis dapat menjadi karyawan tetap hal ini melanggar Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 59 ayat (1), Pemberlakukan ketentuan sendiri dalam hal pengangkatan karyawan tetap hal ini melanggar Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 59 ayat (7), bidang pekerjaan inti tetap di alih dayakan hal ini melanggar Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 65, Isi PKWT tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat – Syarat Penyerahan Sebagaian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain pasal 9 ayat (2), tidak memberikan salinan PKWT terhadap pekerja/buruh hal ini melaggar Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 54 ayat (3), hanya memberikan tunjangan kesehatan, hal ini melanggar Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat – Syarat Penyerahan Sebagaian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain pasal 29 ayat (3) huruf c, jam kerja melibihi 40 jam dalam 1 minggu hal ini telah melanggar Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 77 ayat (1) dan pasal 11 huruf b, perusahaan melarang pembentukan serikat pekerja terhadap pekerja/buruh alih daya hal ini telah melanggar Undang – Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pasal 5.
2.	Hambatan yang di rasakan oleh PT. Human In Partner dan PT.Serasi Trasnportasi Nusantara, antara lain:
a. Beberapa hambatan dalam perusahaan PT. Human In Partner yakni :
Seluruh ketentuan peraturan untuk pekerja/buruh alih daya di sesuaikan pada PT. Serasi Transportasi Nusantara, kemampuan pekerja/buruh terkadang tidak sesuai dengan ketentuan PT. Serasi Transportasi Nusantara, PT. Human In Partner tidak memiliki kewenangan untuk menjadikan pekerja/buruh alih daya sebagai karyawan tetap.
b.	Beberapa hambatan dalam perusahaan PT. Serasi Trasnportasi Nusantara yakni :
Kemampuan pekerja/buruh tidak sesuai dengan kriteria/ketentuan dalam bidang pekerjaan pada PT. Serasi Trasnportasi Nusantara sehingga dapat menghambat perkembangan pada perusahaan, adanya keberatan dan protes pekerja/buruh alih daya yang membawa pengaruh buruk kepada pekerja/buruh lain dengan menyebarkan berita yang tidak benar kepada perusahaan.

Saran
Berkaitan dengan hasil penelitian latar belakang dan hasil pembahasan maka peneliti dapat menyampaikan saran pada para pihak, sebagai berikut :
1.	PT. Human In Partner harus memberikan salinan PKWT terhadap pekerja/buruh alih daya dan memperbaiki pembuatan isi PKWT dengan mendasarkan Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2012 pasal 9 ayat (2).
2.	PT. Serasi Trasnportasi Nusantara segera memenuhi ketentuan yang berlaku dalam rangka memperbaiki sistem kerja sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perUndang – Undangan terkait alih daya, karena hampir seluruh pelaksanaan sistem alih daya dalam perusahaan melanggar perUndang – Undangan terkait alih daya.
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